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BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu
melaksanakan penerapan PPK-BLUD, agar
pelaksanaannya berjalan dengan tertib, lancar, efisien
dan efektif serta akuntabel, perlu adanya pedoman tata
kelola pada Badan Layanan Umum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sintang tentang Pedoman Tata Kelola pada
Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820} ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

g dane Jom, 3, T, 0

Negara Republi ndonesia un

g.:::or 58, Tﬁranrbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5678);

4, Peraturan ...
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craturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemecrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sintang Nomor 3)

Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

e TVnarah Kalhinaten Qintana Nanaaa 1
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Perat ) L1530
uran Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang pedo :
man Teknis
Layanan Umum Daerah. Pengelolaan Keuangan Badan

Memperhatikan 1,

Pe :
raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

te
seft\)t:ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
galmana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraty .
ran M 4
Tahun 2011; enteri Dalam Negeri Nomor 21

!:eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2007
entang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan _ Pertanggungjawaban  Bendahara  serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah
Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sintang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sintang.

an Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

& g:?]‘gl agaa}l:hn Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja
da Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
g :ntah Daerah yang dibentuk untuk ‘membenkan
da masyarakat berupa penyediaan barang
: ang dijual tanpa mengutamakan mencari
gsgrlxr:;::njasa 3"dz.nim Jmelakukan kegiatannya didasarkan

pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pola ..
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PPK-BLUD adal cuangan BLUD yang selanjutnya disingkat
memberikan fleksi .P"’lﬁ pengelolaan  keuangan yang
menerapkan r;kmblhms berupa  keleluasaan untuk
meningkatkan ppelatc: "Praktek bisnis yang sehat untuk
memajukan kcscjihr:an e o asyniskar A Am anges

angsa ¢faan  umum dan mencerdaskan
c » Sebagai pengecualian dari ketentuan
uangan dacrah pada umumnya.

Satu :
selan?gtrlferja ?"Taf‘gkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD
Berbriatas gsggk:t BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja

r i 1 :
menerapkan PPK.BLUD"“gkUngan Pemerintah Daerah yang

kehidupa_n b
pengelolaan k

Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit

Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah
Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

Sgtuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyal
kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Dewan Pengawas BLUD adalah organ BLUD yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD SKPD.

Pejabat Pengelola BLUD adz.a]ah_ pimpingn BLUD vyang
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional .BLUD yang
terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis
yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang

berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

aran fleksibel adalah anggaran yang penganggaran
]t::;:n?:ngfa dapat bertambah atau berkurang dari yang
dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau

berkurang setidaknya proporsional.

akte :enis yang sechat adalgh penyelcpggaraan t‘ung;i
" ':as?l;g::ia)s'arkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
33:: rangka pemberian layanan yang bermutu dan

berkcsinambungan~

i imbalan kerja yang dapat berupa gaji,
i ﬁ:‘]jihngan tetap, insentif, bonus atas prestasi,

pensiun.

Rem 1
honoranum,
pesangon, dan/atau

ini i i teknis
Minimal (SPM) adalah spes_lﬁk:‘asx te

Smmces P‘:Scy alr:}a:sr layanan minimum yang diberikan oleh
tentang < d Masyarakat. Persentase Ambang _Batas adalah
BLUD &ept s ntase realisasi belanja yang diperkenankan

rse
?ne;aa:ﬁgalﬁc anggaran dalam DIPA BLUD.

¢u63"9
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' profcsionalismc

Sistem ‘. . (,US
tindakaﬁcgsgngzj o mntern ad.alah proses yang integral pada
oleh pimpinan %atan yang dilakukan secara terus menerus
keyakinan mcmagn . Seluruh pegawai untuk memberikan
melalui kegiatan Al atas tercapainya tujuan organisasi
keuangan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

» Peéngat

manan
perundang-un dangui aset dan ketaatan terhadap peraturan

Dokumen pe

disingkat D]lf,l\k_ Tonaan An
pendapatan dan
barang dan/ata
sebagai dasar

ggaran BLUD yang selanjutnya
BLUD adalah dokume:ny yang mJemuat
biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas
U jasa yang akan dihasilkan dan digunakan
pelaksanaan anggaran oleh BLUD;

::.tuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang
rtugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal
dalal:n rangka membantu pimpinan BLUD untuk
meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial sekitarnya (sosialresponsibility) dalam
menyelenggarakan bisnis sehat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang

sctiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan;

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA
dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
dalam APBN/APBD atau BLUD selama satu periode pelaporan;

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan Saldo Anggaran
Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun
anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian
yang diperkenankan

BAB 1l
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pola Tata Kelola BLUD dimaksudkan sebagai pedoman SKPD
dan Unit Kerja sebagai PPK-BLUD dalam melaksanakan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa

ediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

f:g tamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kcgiag:lannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Pola Tata Kelola bertgjuan untuk :
a. mewujudkan kerj

a sama yang baik dan harmonis antara
; Daerah sebagai pcmxli}c, unsur pcjabat. dan
Pem?a?tﬁ da SKPD dan Unit Kerja PPK-BLUD sehingga
f;i?pm Tata Kelola Korporasi yang baik (good corporate
gorvernance); 1 kepada masyarakat
P tkan utu ayanan pa Y ’
meningka dr:n tanggung jawab sehingga pelayanan
diberikan oleh SKPD dan Unit Kerja dapat
yang 1 ngjawabkan kepada semua pihak serta dapat
dlp;rbtﬂcf:i%:n ‘manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai
me

pcmilik; {3) Disusunnya ...

cqn
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BAB 111
PRINSIP TATA KELOLA
Pasal 3

,BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan
internal, mencakup  struktyr organisasi, prosedur kerja,
pengelompokan fungsi  yang logis, ketersediaan dan
pengembangan sumber daya manusia, serta efisiensi biaya.

Tata  kelola sebagaimana  dimaksud pada ayat (I,
memperhatikan prinsip, antara lain :

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

C. responsibilitas:

d. independensi.

Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memperhatikan prinsip, antara lain :

a. Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),
merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar
kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung
dapat diterima bagi yang merpbutuhkan.

b. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasgl 3 ayat (2),
merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang
dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat

ipertanggungjawabkan.
lgg:cponsibilitag.ls sebagaimana dimaksud dalam Pasa]l 3 ayat

c. x x

pakan kesesuaian atau kepatuhan dj dalam

g;lgerlr;?arzn organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat
dang-undangan.

d ﬁ::pepsgéﬁsiansegbagahnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),

»akan mandirian pengelolaan organisasi secara
merup aal mﬁepa benturan kepcnﬁnm dan pengaruh atau
profesio dari pihak manapun yang tldgk _sesuai dengan
tcka:l::;n perundang-undangan dan prinsip bisnis yang
pera
sehat.

BAB IV
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

adalah organ BLUD yang bertugas melakukan
s

Dewan Pengaiit’ o pengelolaan BLUD.

pengawasan terha
(2) Dewan ..,



- :'1) b 5 LU L1332
ibentuk g D di lin :
san Kepala g::rngén pemerintah daerah

(3) Pembentukan p
memiliki realjg :lw e

ga\s'as u"tuk B
€ngan chutu

Bawas berlaku hanya pada BLUD yang

asi nilai 0
anggaran atay njja; aset":::“tlahunan menurut laporan realisasi

minimum : rut neraca ;
yang ditetapkan olep Menteri Kc{;?;gg;l:mcnum aaa

(4} Anggota Dewan

(5) Masa jaba
% jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5

(ima) tahun dan dga ;
: pat dian : 4
masa jabatan berikutnya, wnghat kembeli antitk 1 (sat) feali

() 2‘:}"{%3281(858n anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan
ya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD.

BAB V
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Status Kelembagaan
Pasal 5

(1) Dalam hal SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD
merubah status kelembagaannya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1), dapat berupa : o
a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural
atau sebaliknya; ‘
b. perubahan organisasi, antara lain : penyempurnaan tugas,
fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.

Bagian Kedua
Kepegawaian
Pasal 6

ola dan pegawai BLUD dapat terdiri atas Pegawai

(1) Pejabat PengelNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai

Negeri Sipil (P
dengan kebutuhan BLUD.

— bertindak sebagai penanggungjawab keuangan
(2) Pemimpin BL{(J’D rasional, sedangkan  pejabat  keuangan
g‘cmngfng jawab atas pengelolaan pendapatan dan belanja.
ggaran aitu Kuasa Pengguna Anggaran dan
(3) Pejabat PCnggé’xl:’c ::;aan dzn Jatau Penerima Pembantu dan
Bengahara pengeluaran dan/atau Pengeluaran Pembantu harus
Bendahara
dijabat oleh PNS-.

(4) Sedangkan ...
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m 7 schagamana dimaksud pada ayat (1)
kg;gm g hubungan kema antara Bupati dan

N BLUD SKPD/Unit Kena, yang dituangkan dalam
PeTarian keria \contraktual performance agreemens);

Dalam peranjan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
Bupat menugasian Pemimpin BLUD SKPD/Unit Kerja untuk
meTyclenggarakan kegatan pelayanan umum dan berhak
meTgioa dana sesua yang tercantum dalam DPA-BLUD
SXPD /Unit Kerja;

Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai
penangpungawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Bagan Keempat
Penggunaan S(ILPA/SIKPA
Pzasal 8

PPED, sesual dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen
pelaksanaan anggaran BLUD paling lambat tanggal 31 Desember
:hcn;c:‘ang awzl tahun anggaran,

Dalam dolcumen pelaksanaan anggaran sebagaimana
d_m_ggja;.da ayar (1) belum disahkan oleh PPKD, sesuai
gewenangannya, BLUD dapat melakukan pengeluaran paling
ng o tasar angika dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu,
23 san anggaran yang 'elah disahian oleh PPKD,
Doy dengan EwenAngAnTYa, sehagaimana dimaksud pada
sesal dane:
ayat (1) menad: dasar e penarikan

Letin periode pelaporan tahun anggaran lalu,

BAB
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S
ATUAN PICN(.}ENUALMN INTERNAL

,’Hmun K"vﬂi"u

S ;
Satuan Pcrncrlk:mnn Internal

Pasal g
(1) Satuan Pemer; |
bcrkedudukan Iksan Initerrii) (SPl) merupakan unit kerja yang

angsung dibawah permimpin BLUD yang bertugas
melaksanakan Pemeriksaan internal BLUFIJ;, it ”

2)  Un
) Per:u: nd a?.jcmpel‘kuat dan  menunjang  efektivitas  Sistem
g '‘an Internal dilakukan pengawasan internal  atas

penyelenggaraan tugas dan fungsi i I pemers .
g nstans erintah termasuk
akuntabilitas keuangan BLUD. . l

(3) Pihak Yang diidentifikasi dikaitkan dengan Satuan Pemeriksaan
Internal BLUD antara lain :

a. Pemimpin BLUD;
b. Dewan pengawas:

. Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten sesuai
dengan

kewenangan masing-masing; dan
d. Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 10

(1) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah;

(2) Pembinaan teknis BLUD Unit Kerja dilakukan olcl) kepala SKPD
yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang

bersangkutan;

(3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 11

(1) Pengawas operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal;

i i d pada ayat (1),
: al sebagaimana dimaksu
(2) dpflgﬁaw: akan g};%mmtemal auditor yang berkedudukan langsung
sa

di bawah pemimpin BLUD.
Pasal 12

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
Pengawasan internal imbangkan :
dapat dibentuk dengah MCRETC Lo,
a. keseimbangan £mt/a?:‘mcn; dan

b. kompleksitas n_‘ﬁgﬁ{mhnum pelayanan.

-



(1

(2)

(3)

(4)

: ajernen  BLUD iptakan dan

meningkatkan Pengendalian interna) BLUD; R

g:lr;%:i p;nfat.;ndalian internal BLUD sebagaimana dimaksud
a 10 ayar (2 da i €

mempertimbangkan, - L P e

a. pcnga_manan harta kekayaan:

b. menciptakan akurasi sistem in

€. menciptakan efigiens; dan pr
d. mendorong

yang sehat.

formasi keuangan;
, oduktivitas; dan .
dipatuhinya dalam penerapan praktek bisnis

Kriteria yang dapat

antara lain : A

a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai,

b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai
pemeriksa;

€. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek
yang diaudit.

diusulkan menjadi internal auditor,

Audit eksternal atau audit independent lazim melaksanakan
general audit, terhadap laporan kcuangan unit kerja yang
berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD untuk
memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD yang mctmhk: ml‘:; omset

tahunan dan nilai aset menurut neraca sgba@unana_ dimaks dalams

Pasal 4 ayat (3}, selain dilakukan oleh pt:;aba!:a pcmsakl t;oma Mga;;
; ; dalam Pasal 9 dan i

sebagaimana dimaksud

oleh dewan pengawas.

(1)

(2)

(3)

BAB VII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 15

jami berikan oleh BLUD, kepala daerah
umum yang di e d turan
,‘::{:zl;nl standar pelayanan minimal BLUD dengan pera

Reges ; bagaimana dimaksud pada ayat
Standar pelayanan mmimalpcm,-“mpm BLUD; :

(1), dapat diusulkan oleh . ) pada ayat
Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud H

kualitas layanan pemerataan, dan
(1), harus mf:l:lpertn'nbangkankcm udahan untuk mendapatkan
kesetaraan 1ayar

layanan.
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(3}  Tarif layan . : 63317
ditetapkanagc;cgt:‘gmmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
kepada pimpinan DPIRD”a;mmn kepala daerah dan disampaikan

4) Peneta tarif lav .
: mmmmmgkha‘nmm ?’Cb?galmana dimaksud pada ayat (3)
dava beli ma -araka kontinuitas dan pengembangan layanan,
J b L, serta kompetisi yang sehat;
(5} Kepala daerah dajam . :
menetapkan saran tarif >
pada ayat (3) dapat membcntukpﬁm. b SchegauTAnR

(6} Z;x:t;mkhdn;‘ sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
e da

berasal dari : pPala daerah yang keanggotaannya dapat

a. pembina teknis:

b. pembina keuangan;

€. unsur perguruan tinggi; dan
d. lembaga profesi.

Pasal 19

(1) Peraturan kepala daerah mengenai tarif layanan BLUD dapat
ﬁﬂakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan
eadaan,;

{2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan;

(3} Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 17.

BAB IX
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis,
o BLUD menyusun mekan_xsmc kerja yang baku,
terutama hubungan antara satuan kegja BLUD, dewan pengawas
dan instansi induknya, serta antara SPI dengan Inspektorat

Kabupaten;
@) was melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
BDCLL';le yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD. Hasil
wasan disampaikan kepada instansi induknya. Sementara
penga melaksanakan tugasnya SPI berkoordinasi dengan unit
wasan mngﬂonal;
) praktik bisnis yang sehat dalam
(3) Untuk mcngfmbal:)g‘ anan umum, intansi induk memberikan
ye! teknis tidak membatasi atau mengganggu
pembinaan : ; i
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BAB X 61338
REMUNERASI

Pasa) 21

RCmuneras' .
honorariu":, ":‘:;:xkan llnba]anl kerja_yang dapat berupa gaji,
dan/atau pensiun: gan tetap, insentif, bonus atas prestasi,

Remunerasi
Pengawas, da
Jawab dan tun

diberikan. kepada Pejabat Pengelola, Dewan
n Pegawai BLUD berdasarkan tingkat tanggung
tutan profesionalisme yang diperlukan;

Remunerasi dapat juga diberikan kepada Sekretaris Dewan

Pengawas sebagaimana dim iberi
aksud da ayat (2), diberikan
dalam bentuk honorarium; & e

Apabila Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Sckretaris
chz;_n Pengawas telah berakhir masa jabatannya, dapat
diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan dengan
pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun
yang beban premi/iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD
yang besarnya ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari gaji/honorarium dalam satu tahun;

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat

dihitung berdasarkan indikator penilaian :

a. pengalaman dan masa kerja (basic index);

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency
index);

c. resiko kerja (risk index);

d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);

e. jabatan yang disandang (position index); dan

f. hasil/capaian kinerja (performance index).

Besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas,
Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUD pada masing-
masing BLUD ditetapkan oleh Bupati Sintang berdasarkan

usulan Pimpinan BLUD;

nerasi sebagaimana dimgksu_d pada ayat (2) ditetapkan
[;ccrtz:wkan Peraturan Bupati Sintang atas usulan Kepala
BLUD-SKPD dan untuk BLUD Unit Kerja melalui SKPD terkait.

BAB XI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 22
i ilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun
El‘";:u::"”?: ':ia’::cr:;l dan/atau dewan pengawas terhadap aspek
ole

keuangan dan non keuangan;

: oo kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
Evaluasi dan zcn:‘lf‘:':( mc?:gukur tingkat pencapaian hasil
{n };clrm.:‘u; L UD scbagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis
pengelolaa

dan RBA.

Pasal ...



Pasal 23 . 4sdd!
Evaluasi dan ilai
3 penil iner
dimaksud dalam Pazr]ng kinerja dari aspek keuangan sebagaimana

kemampuan BLUD dajap, < ¢ 1) dapat diukur berdasarkan tingkat
a. memperoleh i :
hasil y -ha atau hasil kerja dari layanan yang
: jangka d Sy
uhi '‘8Ka pendeknya (likuiditas);
: kcmampuaielupr:nher‘izv allba“ny'a (_SOIVabi(litas}; !
pengeluaran, aan dari jasa layanan untuk membiayai

an o
3 8
c o
i3

Pasal 24

Penilai iner: .

dalamlam[-‘«;}:,:;lmr‘];1 dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud
pelanggan proseayath (1) dapat diukur berdasarkan perspektif
pcrtumbul’lan, S internal pelayanan, pembelajaran, dan

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

(1) PPK-BLUD dapat juga diterapkan pada :

a. gabungan beberapa SKPD atau beberapa Unit Kerja
dalam satu SKPD atau beberapa Unit Kerja pada beberapa
unit kerja pada beberapa SKPD, yang memiliki kesamaan
dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan;

b. SKPD atau Unit Kerja baru.

(2) Proses penggabungan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 26

v . : : G

1 PPK-BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/unit kerja ;

= biaya operasional BLUD untuk sementara dibiayai dan
penerimaan fungsional BLUD yang bersangkutan sampai dengan
perubahan APBD tahun berjalan;

daerah dapat mengalokasikan anggaran yang

k membiayai BLUD sebagaimana
la kegiatan BLUD mendesak untuk

rintah
2 g:f::lmbcr dari APBD untu

dimaksud pada ayat (1), apabi
segera dilaksanakan;
(3) Kegiatan BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 2),
cg - - - "
) mempunyat kritena:
dan

gram
g };'!::lg anggarannya belum e
berjalan; dan lainnya yang apabila ditunda
desak lanny . §
b. kepelummenim;ulkan erugian yang lebih besar bagi

.atan  pelayanan dasar masyarakat
. dia dalam tahun anggaran

i i d pada ayat (1},
PR D sebagaimana ‘dxm‘a.ksu'
(4) Biaya operasto BLXPBD dapat dibiayal dari APBD tahun
setelah Pcmbahm'

ialan.
anggaran D0 Piisal'...



Pasal 27 [ IJJ 20
(1) Pejabat Pe :
terkait dcnr;gaexloit;\cuanga“ Dacrah serta Pejabat Tcknis vang
fasilitasi Pelaksanaank;iola BLUD SKPD/Unit Kerja melakukan
raturan Bupat ini;

(2) Peraturan B - :
kedalam pc;l;:as:nau:ns;:agm landasan dasar untuk diterapkan
peraturan Pimpinan, UD SKPD/Unit Kerja sebagai turunan

'Kepala BLUD SKPD/Unit Kerja;
{3) Dalam ran

SKPD /Unit lg{‘?a Cffelsgﬁ;gs pelaksanaan tata kelola BLUD

Pasal inj terg » fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pcnerapm:; pragft pada Peraturan Bupat Sintang tentang

SRIRn, m;edUD pada SKPD/Unit Kena berupa pedoman

supervisi daxl\) el ol standa.; prosedur operasional, sosialisasi,
£ bimbingan teknis, serta asistensi.

BAB XI11
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

(1) Pembipaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi BLUD sesuai dengan rencana yang bersifat
strategis, rencana operasional dan standar-standar pokok
lainnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal »  Juni 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah
Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal § Twm  2017.

BUPATI SINTANG,

" f

|,JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang
i~ ‘N\g :flﬂ'g*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SINTANG

YO i)
SEPHA HASNAH \NG TAHUN... 75/ %.. .NOMOR
BERIT ATEN SINTANG
A DAERAH KABUP:



